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BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 

NOMOR 5 TAHUN  2015 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI 

BUPATI BULELENG, 

Menimbang : a.  bahwa memperhatikan perkembangan perekonomian pada 

saat ini serta guna meningkatkan investasi untuk menunjang 

pelaksanaan pemerintahan daerah, dipandang perlu di 

lakukan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas 

Bank Pembangunan Daerah Bali; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

bahwa Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan 

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 

berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang 

penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan 

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan   

Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1655); 
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  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang_Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG 

dan 

BUPATI BULELENG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN 

TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng. 

3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. 

5. Perusahaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya 

disingkat PT. BPD Bali adalah bank Perusahaan Terbatas Pemerintah 

Daerah Provinsi Bali. 



6. Penyertaan Modal adalah suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang 

baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke 

perusahaan tersebut.  

BAB II 
TUJUAN 
Pasal 2 

Tujuan penyertaan modal pada PT. BPD Bali adalah guna memperoleh 

manfaat ekonomis agar dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

BAB III 
BESARAN DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal pada PT. BPD Bali. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 

bertahap sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.80.000.000.000,00 

(delapan puluh milyar rupiah); 

(3) Besaran penyertaan modal dapat dilakukan maksimal 50% (lima 

perseratus) dari jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

(4) Besaran penyertaan modal tiap tahun anggaran ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 4 

Semua penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Bali sebelum 

diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan modal 

Daerah, dan nilainya terakumulasikan dalam penyertaan modal sebagaimana 

dimaksud peraturan daerah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



BAB V 
PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng. 

 Ditetapkan di Singaraja 
 pada tanggal 9 Juni 2015 

 BUPATI BULELENG, 
 

      
 PUTU AGUS SURADNYANA 

Diundangkan di Singaraja 
pada tanggal 9 Juni 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 

 

 

DEWA KETUT PUSPAKA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : 
(5/2015) 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum 
 
             ttd 
 
Bagus Gede Berata, SH 
NIP.196030218 198503 1.011 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 

NOMOR 5 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS  

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI 

I. UMUM. 

bahwa untuk meningkatkan Investasi pemerintah daerah dan 

memperhatikan perkembangan perekonomian pada saat ini serta guna 

meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan 

pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan 

pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, 

dinamis dan bertanggung jawab, maka perlu adanya penanaman investasi 

terhadap perusahan daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 
  Cukup jelas 
Pasal 2 

 Cukup jelas 
Pasal 3 

 Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal 4 
 Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5.  
 

 

 

 

SALINAN 


